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ABSTRAK  

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang terhadap anggota badan 

manusia, baik berupa pelukaan, penyerangan, penyiksaan, dan lain sebagainya. 

Maraknya berita terkini seputar kekerasan yang terjadi antara oknum pengajar di 

lembaga pendidikan terhadap muridnya menjadi suatu hal yang menarik bagi 

penyusun untuk mengkaji lebih dalam tentang ketentuan sanksi yang dapat 

dikenakan terhadap pelaku, mengingat adanya niat baik dalam melakukan 

perbuatan, yaitu demi kedisiplinan proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana atas tindakan guru terhadap 

murid. 

Jenis penelitian ini adalah Library Research, yakni meneliti sumber-

sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang 

digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan dan 

norma-norma dalam hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-

komparatif, yaitu menggambarkan, menganalisis kemudian mengkomparasikan 

objek penelitian menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan guru terhadap 

murid menurut hukum positif Indonesia dan fikih Jinayah adalah sama-sama 

termasuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan yang dikenai sanksi pidana. 

Perbedaan antara penetapan sanksi pidana penganiayaan guru terhadap murid 

menurut hukum positif Indonesia dan fikih Jinayah terletak pada siapa yang 

memperoleh pembayaran uang (ganti rugi/diyat dalam fikih Jinayah yang diterima 

oleh pihak korban dan denda dalam hukum positif Indonesia yang masuk ke 

dalam kas negara), serta siapa yang berhak memberikan maaf dalam penetapan 

sanksi pidana. Adapun menurut hukum positif Indonesia, apapun bentuk sanksi 

fisik guru terhadap murid meskipun demi kedisiplinan tetap dianggap sebagai 

suatu tindakan melawan hukum, sedangkan dalam hukum Islam justru 

dianjurkan/mubah memberikan sanksi fisik pada anak sebagai metode pendidikan.  

Keyword: Tindak pidana penganiayaan, metode pendidikan/tarbiyah, 

hukum pidana positif, hukum pidana Islam.  
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MOTTO 

Keputusan yang tepat bisa jadi sia-sia 

jika kau terlambat. 
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SISTEM  TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam 

tulisan bahasa lain.  Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah 

pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi 

Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan trasliterasi berdasarkan Surat 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Kata 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bâ‟ B Be ة

 Tâ‟ T Te ت

 Ṡâ‟ Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jîm J Je ج

 Ḥâ‟ Ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 Khâ‟ KH Ka dan Ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Râ‟ R Er ر
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 Zai Z Zet س

 Sin S Es ص

 Syin SY Es dan Ye ع

 Ṣâd Ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍâd Ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Ṭâ‟ Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓâ‟ Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘_ Koma terbalik ke atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L „el ل

 Mîm M „em و

ٌ Nûn N „en 

 Wâwû W W و

 Hâ‟ H Ha ھ

 Hamzah ʼ Apostrof ء

ٌ Yâ‟ Y Ye 
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B. Konsonan rangkap karena Syaddah  

ة يمتعددّ   Ditulis Muta’addidah 

ة  Ditulis ‘iddah ععدّ

 

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, maka dituis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-

kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, 

salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

 Ditulis Jama’ah جًبعة

 Ditulis Jizyah جشَة

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

ءاكزاية الا ونٍ  Ditulis Karāmah al-Auliyā’ 

 

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t atau  h. 

 Ditulis Zakāh al-Fiṭri سكبة انفطز

 

D. Vokal Pendek  

 َ  Ditulis A 

 ِ  Ditulis I 

 ُ  Ditulis U 
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E. Vokal Panjang 

1. Fathah + alif 

 جب ھهُة

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Jāhiliyah  

2. Fathah + ya‟ mati 

 تُظً

Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Tansā 

3. Kasrah + ya‟ mati 

 كزَى

Ditulis 

Ditulis 

Ī 

Karῑm  

4. Dammah + wawu mati 

 فزوض

Ditulis 

Ditulis 

Ū 

Furūd 

 

F. Vocal Rangkap 

1. Fathah + yā mati 

 بينكم

Ditulis  

Ditulis  

Ai 

Bainakum  

2. Fathah + wawu mati 

 قىل

Ditulis  

Ditulis  

Au  

Qaul 

 

G. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis A’antum أأَمى

 Ditulis La’in syakartum نئٍ شكزتى

 

H. Kata sandang alif+lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah. 



 

xii 
 

 Ditulis Al-Qur’an انقزأٌ

 Ditulis Al-Qiyas انقُبص

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Sama انظًبء

 Ditulis Asy-Syams انشًض

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

ضذو انفزو  Ditulis Żâwî al-furūḍ 

 Ditulis Ahl as-Sunnah اھم اطُة

 

J. Lafẓ al-Jalālah ( الله)  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: 

 dibaca billāh  ببالله  dibaca dῑnullāh  دٍَ الله 

K. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri 
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yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:  

-dibaca Syahru Ramaḍān al-lażῑ unzila fῑh al شهز ريضبٌ انذي أَشل فُه انقزاٌ

Qur‟ān. 

L. Pengecualian  

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, 

dan sebagainya. 

b. Judul buku  yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan 

oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, 

dan sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‟arif, dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai manusia tentunya kita membutuhkan pendidikan dalam kehidupan. 

Mengenyam pendidikan baik pada institusi formal, nonformal dan informal yang 

telah diselenggarakan pemerintah menjadi suatu hal yang wajib diikuti bagi warga 

negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan aneka 

golongan (SARA).  

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi untuk: 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
1
  

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 

(1) menyebutkan bahwasannya setiap warga negara mempunyai hak untuk 

mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah hanya 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengan tujuan 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
2
 

Variabel yang sangat mendukung proses pembelajaran adalah adanya murid 

dan guru. Kedudukan anak sebagai murid ketika berada di sekolah akan beralih 

pertanggungjawabannya dari orang tua kepada para guru yang mengajar di lembaga 

pendidikan tersebut. Guru sebagai pendidik profesional hanya bertugas selama di 

lingkungan sekolah, yakni untuk: 

Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3
 

Pendidikan sangat berbanding terbalik jika disandingkan dengan bullying atau 

kekerasan. Namun, yang unik adalah jika kekerasan dihubungkan dengan aplikasi 

kedisiplinan pada pendidikan. Perilaku murid yang tidak menghormati dan tidak 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik tentu sangat mengganggu dan 

menghambat proses belajar mengajar. Walau demikian, tanggung jawab guru kepada 

murid serta kedisiplinan dalam proses pembelajaran tidak boleh kendur agar tujuan 

dari pendidikan sekolah dapat tercapai. Tuntutan semacam inilah yang membuat guru 

kebingungan dalam menangani kenakalan anak didiknya. Mengingat tidak semua 

murid itu sama, ada yang cukup dengan teladan dan nasehat saja tanpa adanya 

hukuman, namun ada pula yang sesekali perlu diberi tindakan keras sebagai sikap 

pembinaan yang diambil oleh guru terhadap anak didiknya. 

                                                             
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 1 ayat (1). 
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Sudah banyak kejadian nyata di lembaga pendidikan menjadi viral akibat 

kasus yang tidak sewajarnya dilakukan oleh anggota sekolah, baik yang dilakukan 

oleh sesama murid, murid terhadap guru, maupun guru terhadap murid. Disini yang 

menjadi perhatian besar adalah jika kekerasan terjadi di lingkup lembaga pendidikan 

antara pendidik dan anak didiknya. 

Sebagai contoh yang pernah dialami sendiri oleh penyusun, adalah ketika 

penyusun masih menjalani pendidikan menengah pertama, ketika seorang teman 

penyusun yang berinisial DG meminjam buku tugas milik penyusun untuk dicontek 

karena DG tidak mengerjakan tugas rumah Matematika yang diampu oleh guru 

berinisial BB. Ketika diperiksa, diketahui bahwa DG menyontek buku milik 

penyusun, sontak BB dengan menggunakan sepatu PDLnya menendang kaki DG di 

bagian tulang kering sebanyak satu kali sebagai peringatan dan hukuman karena tidak 

mengerjakan tugas rumah secara individu, DG nampak kesakitan dan hanya diam 

menahan sakit. 

Contoh lain terjadi di Gunung Kijan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada 

tanggal 5 September 2017, seorang guru memukul sampai memar di bagian paha 

siswanya yang masih berusia 9 tahun karena tidak mengerjakan tugas rumah.
4
  

Dalam peristiwa kejahatan berupa kekerasan terhadap murid seperti kasus di 

atas dalam hukum positif negara Indonesia merupakan suatu tindak pidana, 

begitupula dalam hukum Islam juga termasuk suatu tindak pidana atau yang disebut 

                                                             
4 https://daerah.sindonews.com/read/1237277/194/tak-kerjakan-pr-paha-siswa-sd-ini-membiru-

dipukul-guru-1504706347, akses 21 Februari 2018.  
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dengan Jarimah,
5
 menurut kedua hukum tersebut tindakan ini masuk dalam kategori 

tindak pidana terhadap tubuh (penganiayaan). Tetapi dalam dua sisi hukum tersebut 

ada perbedaan dalam penerapan sanksi atau hukuman yang dikenakan pada guru yang 

melakukan kekerasan terhadap murid, meskipun itu didasarkan pada kedisiplinan 

dalam pendidikan. 

Melihat perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana 

antara ketentuan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, maka 

permasalahan yang menjadi penting untuk diangkat adalah lebih fokus kepada 

ketentuan penetapan sanksi pidana. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, 

maka penyusun memberi judul skripsi ini dengan judul “Hukuman Tindak Pidana 

Penganiayaan Guru Terhadap Murid (Menurut KUHP dan Fikih Jinayah)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam 

kasus penganiayaan guru terhadap murid ditinjau dari hukum pidana 

Indonesia dan hukum pidana Islam? 

                                                             
5 Jarimah dari segi bahasa maupun dari segi istilah mengandung arti yang sama dengan jinayah, 

dari segi bahasa jarimah merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata jarama  yang artinya berbuat 

salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Makhrus Munajat, Fikih Jinayah (Hukum 

Pidana Islam), cet. ke-2 (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2010), hlm. 3.  
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2. Apa persamaan dan perbedaan sanksi pidana penganiayaan guru terhadap 

murid dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menjelaskan ketentuan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak 

pidana penganiyaan terhadap murid menurut hukum pidana Indonesia dan 

hukum pidana Islam. 

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penerapan sanksi 

pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap murid menurut 

hukum pidan Indonesia dan hukum pidana Islam. 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, kegunaan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang sanksi pidana 

penganiyaan yang dilakukan kepada murid. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk peneliti lain 

yang berkaitan. 

2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun 



6 

 

 

kaum intelektual berkenaan dengan persoalan penerapan sanksi pidana 

bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap murid. 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh yang penyusun ketahui mengenai pembahasan sanksi pidana 

penganiyaan telah banyak ditemukan berbagai literatur dan hasil penelitian, baik 

pembahasan secara terpisah maupun perbandingan. Akan tetapi sepanjang pelacakan 

dan penelaahan yang penyusun lakukan, baik di kalangan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun secara umum, belum ada yang 

secara signifikan membahas secara detail mengenai penerapan sanksi pidana bagi 

penganiayaan guru terhadap murid. Oleh karena itu studi pustaka sangat diperlukan 

dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang dibahas. Sebelum 

penyusun melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan,terlebih dahulu penyusun 

meneliti buku-buku atau karya imiah lain yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun skripsi-skripsi atau karya ilmiah lain yang bersinggungan langsung 

dengan judul yang penyusun teliti, baik secara pandangan yang terpisah maupun 

secara perbandingan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Judul skripsi “Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam 

Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” karya Bisroh ini hanya melihat 
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aspek kekerasan terhadap anak dalam ruang lingkup keluarga yang dilakukan oleh 

orang-orang yang mendiami rumah yang sama dalam satu naungan.
6
 

Tesis dengan judul “Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Dalam 

Dunia Pendidikan di Sekolah (Perspektif Pendidikan Islam), oleh Rohmatul 

Wakhidah yang menjelaskan bahwasannya yang sangat berpengaruh terhadap tindak 

kekerasan dalam dunia pendidikan adalah kondisi sosial budaya masyarakat serta 

pengaruh media sosial. Sedangkan perspektif pendidikan Islam tentang perlindungan 

anak dalam dunia pendidikan mempunyai metode khusus, yaitu dengan nasehat dan 

pemberian sanksi atau denda dan teguran keras, jika semua cara tersebut tidak 

mempan, maka tidaklah mengapa anak/murid dipukul selama tidak melukainya.
7
 

Skripsi yang ditulis oleh Angga Nindia Saputra dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian 

(Analisis Terhadap Pasal 531 Ayat (3) KUHP)”
8
 meninjau dari segi hukum pidana 

Islam, tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah masuk dalam jenis pembunuhan 

semi sengaja (syibh al-‘amd), ada beberapa kriteria untuk menentukan tindak pidana 

                                                             
6 Bisroh, “Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Menurut 

Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2013). 
 
7 Rohmatul Wakhidah, “Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Dunia 

Pendidikan di Sekolah (Perspektif Pendidikan Islam)”, Tesis Prodi Pendidikan Islam, Program 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2017). 

 
8 Angga Nindia Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasal 531 Ayat (3) KUHP)”, Skripsi Prodi Jinayah 

Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009). 
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dapat dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja, yaitu ada kesengajaan  dalam 

melakukan penganiayaan, menggunakan alat yang pada galibnya/umumnya tidak 

mematikan, dan ada sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. 

Untuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan semi sengaja 

menurut pendapat jumhur fuqaha adalah sanksi pokok berupa diat dan pada diat ini 

tidak hanya dibebankan pada pelaku saja, tetapi keluarga pelaku juga harus 

menanggung beban pembayaran diat, bahkan jika tidak mampu, maka pemerintahlah 

yang membayarkan diat tersebut. Hal ini untuk memenuhi hak-hak keluarga korban. 

Skripsi Amir Mahfud  yang berjudul ”Penganiayaan Yang Mengakibatkan 

Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam”
9
. Dalam 

skripsi ini dinyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan 

aturan tentang delik penganiayaan yang menyebabkan kematian janin oleh suami 

terhadap istri. Akan tetapi dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa apabila ada 

janin yang mati karena adanya jinayah atas ibunya baik secara sengaja atau kesalahan 

dan ibunya tidak ikut mati, maka atas pelaku diwajibkan hukuman berupa gurrah, 

baik bayi itu mati di luar atau di dalam kandungan serta baik bayi itu laki-laki atau 

perempuan. 

                                                             
9 Amir Mahfud,  “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap 

Istri Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Prodi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2014). 
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Skripsi Ismatul Izza yang berjudul “Delik Penganiayaan Bersama Perspektif 

Hukum Pidana Islam”
10

, skripsi ini hanya melihat dari aspek hukum pidana Islam 

saja dan lebih spesifik membahas tentang penganiayaan yang dilakukan oleh 

beberapa orang, yang mana didalamnya terdapat pelaku utama dan pelaku pembantu 

dengan pembebanan pertanggungjawaban yang berbeda terhadap masing-masing 

kategori pelaku. 

Buku “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & 

Kesehatan”
11

 karya Lamintang dan Theo Lamintang yang mengutip dari buku 

Leerboek van het Nederlands Strafrecht karya Simons, dimana Simons 

menyimpulkan apabila tindakan yang mendatangkan rasa sakit itu siftanya adalah 

ringan dan ada pembenaran pada tujuannya, maka tindakan tersebut dipandang bukan 

sebagai suatu penganiayaan.  

Jika dilihat dari beberapa judul karya ilmiah di atas, belum ada skripsi yang 

membahas tentang hukuman tindak pidana penganiaayaan guru terhadap murid 

menurut KUHP dan fikih jinayah, yang pokok pembahasannya tentang konsep 

penerapan sanksi atas kekerasan yang dilakukan oleh guru terhapad murid menurut 

hukum pidana Indonesia dan fikih jinayah, serta perbandingan antara hukum pidana 

Indonesia dan fikih jinayah mengenai sanksi tindak pidana penganiayaan guru 

                                                             
10 Ismatul Izza, “Delik Penganiayaan Bersama Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Prodi 

Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2006). 

 
11 Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, 

&Kesehatan, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 140. 
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terhadap anak. Maka dari itu, penyusun ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini 

dalam bentuk skripsi. 

E. Kerangka Teoretik  

Adapun kerangka teoritik yang penyusun gunakan untuk membedah rumusan 

masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Unsur Tindak Pidana 

Dalam mengemukakan unsur tindak pidana, ada dua unsur yang 

menjadi dasar  pembeda, yaitu:
12

  

a. Unsur objektif atau bagian dari suatu perbutan itu sendiri. Oleh 

karena itu menimbulkan akibat yang berlawanan dengan hukum 

positif, sehingga diancam dengan pidana.    

b. Unsur subjektif atau unsur dari suatu bagian kesalahan. Selain 

adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, ada subjek atau 

orang yang berbuat yang mampu dibebani tanggungjawab atas 

perbuatannya.  

Unsur-unsur umum jarimah yang harus dipenuhi menurut 

hukum pidana Islam, yaitu:
13

 

                                                             
12 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 65.   

 
13 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 14.  
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a. Ada nash yang melarang perbuatan dan mengancam dengan 

hukuman terhadapnya, biasa disebut “unsur formil (rukun syar’i)”. 

b. Ada tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa 

perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat yang 

bertentangan dengan syariat, biasa disebut “unsur materiil (rukun 

maddi). 

c. Pelaku adalah mukallaf, yaitu pelaku dapat dimintai 

pertanggungjawaban, biasa disebut “unsur moril (rukun adabi). 

2. Tinjauan Hukum Pidana Indonesia 

Pada BAB XIA UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur tindak 

pidana yang berkenaan dengan anak, temasuk di dalamnya penganiayaan 

terhadap murid di bawah umur, menjelaskan sebagai berikut:  

Pasal 76D 

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain. 

Pasal  76E 

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul. 

Pasal 81  
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Ayat (1), setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Ayat (3), dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga 

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 82 

Ayat (1), setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

Ayat (3), dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga 

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pada BAB XX KUHP menjelaskan klasifikasi penganiayaan yang 

terjadi kepada korban, termasuk di dalamnya penganiayaan terhadap 

murid yang sudah dewasa. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku 

tindak pidana penganiayaan dibedakan menurut bentuk penganiayaan 

yang dilakukan oleh pelaku dan akibat luka yang ditimbulkan pada 

korban, yakni:
14

  

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP); 

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 351 KUHP); 

                                                             
14 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, cet. ke-1, 

(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 96.  
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c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP); 

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP); 

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP); 

f. Penganiyaan memberatkan Hukuman; 

g. Penganiayaan dengan hukuman tambahan; 

h. Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian.  

3. Tinjauan Hukum Pidana Islam 

Dalam tindak pidana penganiayaan berlaku atasnya sebuah sanksi 

pidana qisās, namun masih berlaku perlindungan jiwa bagi yang dikenai 

sanksi (pelaku), sebagaimana firman Allah SWT:  

15.ولكم فى القصاص حيوة يأ ولى الألبب لعلكم تتقون  

Sedangkan jika qisās itu harus dilakukan kepada pelaku, maka 

haruslah seimbang pembalasannya, sebagaimana firman Allah SWT:  

و كتبنا عليهم فيها أن النفس با لنفس و العين با لعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 

 16.والسن بالسن والجروح قصاص

Selain dari pada itu menurut para ahli ushul fikih kaitannya dalam 

kasus penganiayaan guru terhadap murid ada lima unsur pokok yang harus 

diwujudkan dan dipelihara agar kemashlahatan dapat dicapai, yaitu 

                                                             
15 Al-Baqarah (2): 179.  

 
16 Al-Maidah (5): 45.  
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agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
17

 Menurut Asy-Syathibi, 

penetapan kelima unsur pokok diatas didasarkan pada dalil-dalil al-Qur’an 

dan Hadits yang berfungsi sebagai al-qawaid al-kulliyyat dalam 

menetapkan aḍ-ḍaruriyatu al-khamsah.
18

  

Syari’at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam 

menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukuman-hukumannya, 

yaitu memelihara kepentingan korban dan ketentraman masyarakat, serta 

menjamin kelangsungan hidup. 

Menurut konsep pemidanaan dalam Islam, tindak pidana 

penganiayaan termasuk dalam jarimah qisās-diyat, dimana yang berhak 

memberi sanksi pada pelaku adalah korban atau wali korban, dan jika 

korban atau wali korban memberi pengampunanan atau memaafkan 

hukuman qisās, maka diganti dengan hukuman diyat, korban atau wali 

korban juga dapat membebaskan pelaku dari hukuman diyat. 

 Kepala negara dengan kedudukannya sebagai penguasa tertinggi, 

tidak boleh memberikan pengampunan dalam kasus tindak pidana qisās-

diyat, karena pengampunan dalam qisās-diyat hanya dimiliki oleh korban 

atau walinya, karena tindak pidana ini berhubungan langsung dengan 

korban atau hak individu. Namun, jika korban tidak cakap (semisal masih 

dibawah umur atau gila), sedang ia tidak mempunyai wali, maka kepala 

                                                             
17 Fahurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.  

 
18 Asy-Syaṭibiy, al-Muwafaqat, (Riyad: Dar Ibn al-Qayyim, 2006), II:20. 
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negara (penguasa) bisa menjadi wali dan bisa memberi pengampunan 

dengan tidak cuma-cuma, artinya penguasa memberikan pengampunan 

dengan syarat, sebab menurut aturan Islam adalah penguasa menjadi wali 

bagi orang yang tidak mempunyai wali.  

Pada jarimah qisās-diyat, kekuasaan hakim terbatas sesuai pada 

penjatuhan hukuman yang telah ditetapkan apabila yang dituduhkan 

kepada pelaku telah dibuktikan. Kalau hukuman berupa qisās dimaafkan 

oleh pihak korban, maka hakim harus menjatuhkan hukuman diyat atas 

pelaku. Kalau hukuman diyat juga dibebaskan oleh pihak korban, maka 

hakim bisa menjatuhkan hukuman ta’zir.
19

  

4. Alasan Penghapusan Pidana 

Menurut hukum pidana positif, alasan penghapusan pidana ada 

enam, yaitu: 

a. Jiwa yang cacat atau karena penyakit. 

b. Daya paksa. 

c. Pembelaan terpaksa dari serangan atau ancaman yang melawan 

hukum, yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan 

kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. 

                                                             
19 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, hlm. 19. 
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d. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan kegoncangan 

jiwa yang hebat. 

e. Menjalankan peraturan undang-undang. 

f. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 

berwenang. 

Menurut hukum pidan Islam, alasan penghapusan pidana ada dua 

kategori, yaitu: 

a. Karena faktor perbuatan itu sendiri, meliputi: 

1) Pembelaan yang sah. 

2) Pengajaran. 

3) Pengobatan. 

4) Olah raga. 

5) Hapusnya jaminan keselamatan jiwa atau anggota badan dan 

harta. 

6) Hak-hak dan kewajiban penguasa. 

7) Unsur pemaaf. 

b. Karena faktor kondisi pelaku, meliputi: 

1) Adanya paksaan. 

2) Gila. 

3) Mabuk. 

4) Anak kecil.  
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5. Teori Sebab Akibat 

Setiap peristiwa sosial pasti menimbulkan satu atau beberapa 

peristiwa sosial lainnya, dan dinamakan dengan hubungan kausal yang 

artinya adalah sebab akibat atau kausalitas.
20

 Di dalam KUHP pada 

dasarnya tidak tercantum petunjuk tentang cara untuk menentukan sebab 

dari suatu akibat dalam menentukan suatu delik. 

Teori yang dicetuskan oleh Von Buri ini menyatakan bahwa semua 

faktor yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan 

juga suatu yang tidak dapat dihilangkan (weggedacht) dari rangkaian 

faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap  sebagai sebab (causa) 

dari akibat yang terjadi.
21

 

6. Sanksi dalam Pendidikan/Tarbiyah 

Hukuman tidak secara mutlak menjadi cara yang utama dalam 

mendidik, melainkan teladan dan nasehatlah yang hendaknya didahulukan. 

Teknik pendidikan yang dijalankan dalam Islam adalah menggunakan 

contoh teladan dan nasehat, ancaman dan ganjaran, di samping itu juga 

menempuh cara menakut-nakuti, serta mengancam dengan berbagai 

                                                             
20 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannnya, cet. ke1, 

(Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 229.  

 
21 Ibid., hlm. 232. 
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tingkatan, kemudian dari ancaman sampai pada pelaksanaan ancam itu 

sendiri.
22

  

Pengajaran (ta’dib) ada dua macam, yaitu pengajaran terhadap istri 

dan pengajaran terhadap anak. Dalam Islam metode pengajaran terhadap 

istri maupun anak tidaklah berbeda. Apabila pengajaran itu berupa 

pukulan, apabila pukulan masih dalam batas-batas yang layak dianggap 

sebagai pengajaran dan tidak berlebihan, maka orang yang melakukan 

pengajaran tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban, karena 

perbuatannya termasuk perbuatan mubah.
23

 

Guru mempunyai kebebasan untuk memberikan penghargaan 

kepada muridnya yang berprestasi, di samping itu guru juga mempunyai 

kebebasan memberikan sanksi kepada muridnya yang telah melanggar 

norma agama, norma susila, norma kesopanan, peraturan yang telah 

ditetapkan oleh guru baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, 

peraturan tingkat satuan pendidikan, peraturan perundang-undangan dalam 

proses pembelajaran yang berada di bawah wewenang guru.
24

  

Adapun sanksi yang diberikan guru kepada anak didiknya itu dapat 

berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, dan sanksi 

                                                             
22 Muhammad Quthb, Sistem Pendidikan Islam, alih bahasa Salman Harun, cet. ke-3 (Bandung: 

PT Alma’arif,  1993), hlm. 343. 

 
23 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2006), hlm. 107. 

 
24 Peraturan Pemerintah Nomor  74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 39 ayat (1). 
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yang bersifat mendidik sesusai dengan kaedah pendidikan, sesuai dengan 

kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
25

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-

metode yang digunakan dalam sebuah penelitian melalui sebuah cara atau prosedur 

untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.
26

 Oleh karena itu 

metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari literatur 

menggunakan al-Qur’an, al-Hadits, buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan 

lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait dengan pembahasan 

penelitian ini. 

Literatur primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari 

sumber aslinya baik dalam hukum pidana Islam berupa al-Qur’an dan al-

Hadiṡ. Literatur sekunder dan tersier adalah merupakan literatur 

penunjang yang diambil dari berbagai karya tulisan yang berkaitan dengan 

pembahasan dalam tulisan ini.  

                                                             
25 Ibid., Pasal 39 ayat (2). 

  
26 Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, cet. ke-2 (Bandung: CV. 

Mandar Maju, 2011), hlm. 25. 
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2. Sifat Penelitian  

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang penyusun lakukan ini bersifat 

deskriptif-analitik-komparatif, yaitu menguraikan secara teratur terhadap 

permasalahan yang dibahas, kemudian dibandingkan secara kritis-analitis 

antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidan Islam untuk mencari 

persamaan dan perbedaan diantara keduanya. 

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk 

menelaah ketentuan sanksi tindak pidana penganiyaan terhadap murid 

dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini penyusun 

menggunakan peraturan tertulis atau undang-undang berupa Undang-

Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah penerapan konsep sanksi 

tindak pidana penganiayaan murid dalam perspektif hukum pidana Islam. 

Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma yang terdapat dalam 

ajaran Islam berupa al-Qur’an, al-Hadits dan fikih.  
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4. Pengumpulan Data  

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka 

bahan pustaka yang digunakan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, 

yaitu:
27

  

a. Bahan Primer  

Bahan utama yang digunakan penyusun dalam penelitian 

skripsi ini adalah:  

1) Al-Qur’an dan Hadiṡ. 

2) Undang-Undang Hukum Pidana. 

3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan 

Anak. 

4) UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 

b. Bahan Sekunder  

Data pendukung atau sekunder yang digunakan penyusun 

dalam penelitian skripsi ini adalah berupa buku-buku, kitab 

fikih, skripsi, serta sumber data sekunder lainnya yang berkaitan.  

c. Bahan Tersier  

Bahan tersier atau bahan penunjang yang pada dasarnya 

mencakup bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan 

                                                             
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cet. ke-4, (Jakarta: PT 

Gravindo Persada, 1994), hlm. 33.  
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primer dan sekunder, disini penyusun menggunakan kamus dan 

ensiklopedia.  

d. Analisis Data  

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis 

kualitatif dengan menggunakan metode, yaitu:  

a. Metode Deduktif, yaitu proses analisa yang berangkat dari pemikiran 

atau data yang bersifat umum, kemudian berjalan menuju kesimpulan 

yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengoprasionalkan 

penjatuhan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana 

penganiayaan terhadap murid baik dalam hukum pidana Indonesia 

maupun hukum pidana Islam.  

b. Metode Komparatif, yaitu dalam masalah penerapan penjatuhan sanksi 

pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap murid 

dilakukan pembandingan dua sistem hukum yang berbeda guna 

memperoleh persamaan dan perbedaan di antara ketentuan hukum dari 

keduanya,
28

 sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang akurat. 

Dalam skripsi ini yang dibandingkan adalah hukum pidana Indonesia 

dan hukum pidana Islam. 

 

 

                                                             
28 Peter Mahmud Marzuki, Peneltian Hukum, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 132.  
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G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pemabahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas 

pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup. Adapun sistematika yang digunakan 

dalam penyusunan ini meliputi:   

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 

Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka 

Teoritik, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bagian ini adalah 

arahan dan acuan dalam kerangka penelitian serta sebagai bentuk 

pertanggungjawaban penelitian. 

Bab II, membahas gambaran umum yang meliputi definisi untuk 

memberikan pengertian tentang guru dan murid, metode pendidikan, serta tindak 

pidana penganiayaan itu sendiri yang memuat batasan pembahasan agar tidak 

terjadi salah persepsi dalam pemahaman, disertakan pula penjelasan tentang dasar 

hukum dan jenis-jenis penganiayaan. 

Bab III, akan menguraikan tentang ketentuan penerapan sanksi tindak 

pidana penganiayaan menurut hukum  pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. 

Tujuannya untuk mengetahui secara eksplisit pandangan dua sistem hukum 

tersebut mengenai penganiayaan guru terhadap murid. 

Bab IV, berisi uraian analisis ketentuan penerapan sanksi pidana 

penganiayaan guru terhadap murid dari sudut pandang hukum pidana Indonesia 

maupun hukum pidana Islam. Dari kedua aspek tersebut, diharapkan dapat 
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diketahui letak persamaan dan perbedaan dalam melihat ketentuan penerapan 

sanksi pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru terhadap murid. 

Bab V sebagai akhir penyusunan karya ilmiah skripsi ini, maka pada bab 

ini dicantumkan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penyusun mengenai sanksi pidana bagi pelaku 

tindak pidana penganiayaan guru terhadap murid dalam perspektif hukum pidana 

positif dan hukum pidana Islam, maka kesimpulan penyusun adalah sebagai berikut: 

1. Sanksi penganiayaan guru terhadap murid dalam hukum pidana positif 

diancam dengan dua ketentuan undang-undang, yaitu UUPA dan KUHP. 

UUPA mengatur sanksi pidana atas korban murid di bawah umur pada 

Pasal 81 dan 82 dengan ancaman pidana bagi pelaku (guru) adalah pidana 

penjara paling singkat lima (5) tahun dan paling lama lima belas (15) 

tahun, denda paling banyak 5 miliar rupiah, serta penambahan pidana 

sebanyak 1/3 dari ancaman yang divonis oleh hakim.  

KUHP menyebutkan ancama sanksi penganiayaan (atas korban yang 

sudah dewasa) dengan ancaman pidana bagi pelaku (guru) adalah pidana 

penjara dimulai dari selama-lamanya tiga bulan sampai dengan paling 

lama lima belas tahun, denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus 

rupiah, penambahan pidana sebanyak 1/3 dari ancaman yang divonis oleh 

hakim, serta ada sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak 
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tertentu. Penetapan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan dalam KUHP 

telah dijelaskan secara eksplisit pada BAB XX Pasal 351-358. 

Disimpulakan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana penganiayaan dalam ketentuan KUHP adalah dibedakan menurut 

bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat luka yang 

ditimbulkan pada korban. Adapun kausalitas sebagai teori sebab akibat 

harus menjadi pertimbangan ketat bagi hakim dalam menangani perkara 

penganiayaan guru terhadap murid, karena ada faktor yang menjadi sebab 

guru menganiaya anak didiknya. 

Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan (guru terhadap murid) yang dapat 

dikenakan pada pelaku menurut hukum pidana Islam adalah qiṣāṣ dan 

diyat. Qiṣāṣ dan diyat meskipun merupakan sanksi pokok, namun bisa 

diganti dengan uqubah badaliyah atau hukuman pengganti apabila ada 

pemaafan dari pihak korban kepada pelaku. Seperti dari qiṣāṣ apabila 

dimaafkan oleh pihak korban menjadi diyat, dan apabila diyat dimaafkan 

bisa menjadi ta’zῑr yang ditetapkan oleh hakim. Model penetapan sanksi 

penganiayaan dalam hukum Islam adalah dibedakan menurut segi niat 

pelaku dan objek sasarannya. 

Pendidikan/tarbiyah dalam Islam memberikan celah yakni suatu metode 

yang dianggap sebagai tindak pidana menurut pandangan hukum positif 

Indonesia, yaitu metode pemberian sanksi pukulan bagi istri atau anak, 
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yang mana dalam Islam metode pendidikan dengan metode ini justru 

menjadi salah satu alasan hapusnya suatu sanksi pidana.  

2. Persamaan sanksi pidana penganiayaan baik secara umum maupun secara 

spesifik yang terjadi dalam kasus penganiayaan guru terhadap murid 

menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah sama-sama 

termasuk dalam kategori tindak pidana dan ada unsur pemaafan dalam 

menentukan sanksi pidananya.  

Adapun perbedaan penetapan sanksi pidana penganiayaan baik secara 

umum maupun secara spesifik yang terjadi dalam kasus penganiayaan 

guru terhadap murid menurut hukum pidana positif dan hukum pidana 

Islam ada pada unsur pemaafan, dalam menetapkan sanksi pidana menurut 

hukum pidana positif pemaafan ditentukan oleh hakim, sedangkan 

menurut hukum pidana Islam dalam pemaafan ditentukan oleh pihak 

korban.  

Dalam pembayaran uang yang dikeluarkan oleh pihak pelaku sebagai 

suatu sanksi pidana adalah berbeda, dalam hukum pidana positif uang 

tersebut sebagai denda yang masuk ke dalam kas negara, sedangkan dalam 

hukum pidana Islam uang tersebut sebagai ganti rugi yang diterima oleh 

pihak korban (diyat). 

Selain itu, hukum pidana positif, yang menjadi korban penganiayaan 

dibedakan menjadi dua, yaitu anak di bawah umur dan dewasa, sedangkan 

hukum pidana Islam tidak membedakan batsan umur. 
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B. Saran 

Saran yang dapat penyusun sampaikan sehubungan dengan judul 

skripsi ini adalah: 

1. Orang tua/wali murid hendaknya tidak lebay dalam menghadapi 

kedisiplinan pendidikan, terutama harus sangat memperhatikan anak-

anaknya dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga tidak mudah 

menyalahkan pihak guru/pendidik yang memberikan sanksi fisik (selama 

tidak berlebihan) dan harus menelisik betul sebab musabab adanya suatu 

tindakan atau sanksi fisik yang diberikan guru kepada muridnya, 

mengingat tidak semua anak dapat diberi sanksi teguran atau nasehat. 

2. Adanya sosialisasi kepada wali murid tentang peraturan yang 

membolehkan guru/pendidik untuk memberikan sanksi atas tindakan 

murid yang tidak memperhatikan etika dan kedisiplinan yang tentunya 

tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Hakim dalam menyelesaikan perkara seperti ini hendaknya tidak hanya 

melihat dari segi yuridis saja, akan tetapi juga memandang dari segi 

subjektif, sehingga hakim mampu memutus perkara dengan seadil-adilnya. 

4. Pembaharuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen sangat perlu dilakukan demi perlindungan guru dalam menertibkan 

proses pembelajaran atas muridnya, yakni dalam batasan pembolehan 
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pemberian sanksi terhadap murid. Karena sebab itu bermunculan beragam 

definisi tentang hak guru dalam pemberian sanksi terhadap murid. 

Demikianlah pembahasan skripsi ini. Semoga usaha penyusun dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan ridha-Nya. Aamiin.  

Wallāhu a’lam bi al-ṣawāb. 
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TERJEMAHAN TEKS ARAB 

Hal Nomor 

Footnote 

Ayat al-Qur’an dan 

Hadis/Kaidah Fikih 

Terjemahan 

13 15 QS. Al-Baqarah (2): 197 Dan dalam qiṣāṣ itu ada (jaminan) 

kehidupan bagimu, wahai orang-

orang yang berakal, agar kamu 

bertakwa. 

13 16 QS. Al-Maidah (5): 45 Kami telah menetapkan bagi 

mereka di dalamnya (Taurat) 

bahwa nyawa (dibalas) dengan 

nyawa, mata dengan mata, hidung 

dengan hidung, telinga dengan 

telinga, gigi dengan gigi, dan luka-

luka (pun) ada qiṣāṣnya (balasan 

yang sama). 

34 15 QS. Al-Baqarah (2): 44 Mengapa kamu menyuruh orang 

lain (mengerjakan) kebajikan, 

seddangkan kamu melupakan 

dirimu sendiri, padahal kamu 

membaca kitab (Taurat). 

34 16 QS. Ash-Shaf (61): 3 (Itu) sangatlah dibenci disisi Allah 

jika kamu mengatakan apa-apa 

yang tidak kamu kerjakan. 

45 30 

 

Kaidah Fikih Hukum yang pokok dari segala 

sesuatu adalah boleh, sehingga 

terdapat dalil yang mengharamkan. 

45 31 QS. Al-Isra‟ (17): 15 Tetapi Kami tidak akan menyiksa 

sebelum kami mengutus seorang 

Rasul. 

46 42 QS. Al-Isra‟ (17): 15 Dan seorang yang berdosa tidak 

dapat memikul dosa orang lain. 

56 47 QS. Al-Baqarah (2): 178. Wahai orang-orang yang beriman! 

Diwajibkan atas kamu 

(melaksanakan) qiṣāṣ berkenaan 

dengan orang yang dibunuh. Orang 

merdeka dengan orang merdeka, 

hamba sahaya dengan hamba 

sahaya, perempuan dengan 

perempuan. Tetapi barangsiapa 



 
 

II 
 

memperoleh maaf dari saudaranya, 

hendaklah ia mengikutinya dengan 

baik, dan membayar diyat (tebusan) 

kepadanya dengan baik (pula). 

Yang demikian itu adalah 

keringanan dan rahmat dari Tuhan-

mu. Barangsiapa melampaui batas 

setelah itu, maka ia akan mendaat 

azab yang sangat pedih. 

57 49 QS. An-Nisa‟ (4): 92 Dan tidak patut bagi seorang yang 

beriman membunh seorang yang 

beriman (yang lain), kecuali karena 

tersalah (tidak sengaja). 

Barangsiapa yang membunuh 

seorang yang beriman karena 

tersalah (hendaklah) dia 

memerdekakan seorang hamba 

sahaya yang beriman serta 

(membayar) tebusan yang 

diserahkan kepada keluarganya (si 

terbunuh itu), kecuali jika mereka 

(keluarga terbunuh) membebaskan 

pembayaran. 

72 10 QS. Al-Maidah (5): 45 Kami telah menetapkan bagi 

mereka di dalamnya (Taurat) 

bahwa nyawa (dibalas) dengan 

nyawa, mata dengan mata, hidung 

dengan hidung, telinga dengan 

telinga, gigi dengan gigi, dan luka-

luka (pun) ada qiṣāṣnya (balasan 

yang sama). 

76 18 QS. Al-Maidah (5): 45 Dan luka-luka (pun) ada qiṣāṣnya 

(balasan yang sama). 

82 24 QS. Al-Baqarah (2): 194 Oleh sebab itu barangsiapa 

menyerang kamu, maka seranglah 

dia setimpal dengan serangannya 

terhadap kamu. 

82 25 QS. Al-Maidah (5): 2  Dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. 
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83 26 QS. An-Nisa‟ (4): 34 Hendaklah kamu beri nasehat 

kepada mereka, tinggalkanlah 

mereka di tempat tidur (pisah 

ranjang), dan (kalau perlu) pukullah 

mereka. 

85 27 QS. An-Nisa‟ (4): 59 Wahai orang-orang yang beriman! 

Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad) dan Ulil Amri 

(pemegang kekuasaan) di antara 

kamu. 

86 28 QS. An-Nisa‟ (4): 105 Sungguh Kami telah menurunkan 

Kitab (al-Qur‟an) kepadamu 

(Muhammad) membawa 

kebenaran, agar engkau mengadili 

antara manusia dengan apa yang 

telah diajarkan Allah kepadamu, 

dan janganlah engkau menjadi 

penentang (orang yang tidak 

bersalah) karena (membela) orang 

yang berkhianat. 

86 29 QS. Al-Baqarah (2): 178 Tetapi barangsiapa memperoleh 

maaf dari saudaranya, hendaklah ia 

mengikutinya dengan baik. 

106 15 Hadis diriwayatkan oleh 

Abu Dawud 

Telah diterangkan pada kami dari 

Muhammad bin „Īsa, yakni ibn 

Talib, telah ditengkan pada kami 

dari Ibrahim bin Sa‟ad, dari „Abdul 

Malik bin Rabi‟ bin Sabrah, bahwa 

Nabi bersabda: “Perintahkanlah 

kalian pada anak kecil untuk 

melaksanakan shalat ketika umur 7 

tahun, dan pukullah mereka itu 

pada umur 10 tahun bila 

meninggalkan shalat”. 

108 18 Kaidah Fikih Ta’zir itu ditujukan untuk 

kemashlahatan. 
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